














Pemula
Terampil/ 

Pelaksana

Mahir/ 

Pelaksana 

Lanjutan

Penyelia Jumlah
Ahli 

Pertama
Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama Jumlah

Jumlah 

(7+12)
Ket.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Analis Sumber Daya manusia Aparatur 0 1 4 2 7 4 16 5 0 25 32

2 Analis Ketahanan Pangan 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 7

3 Analis Pasar Hasil Perikanan 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 3

4 Analis Pasar Hasil Pertanian 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 4

5 Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur 0 0 0 0 0 1 4 0 0 5 5

6 Arsiparis 0 7 3 1 11 5 16 4 0 25 36

7 Auditor 4 0 0 1 5 7 30 7 0 44 49

8 Instruktur 0 0 4 2 6 3 8 3 0 14 20

9 Inspektur Ketenagalistrikan 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2

10 Mediator Hubungan Industrial 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4 4

11 Medik Veteriner 0 0 0 0 0 2 6 0 0 8 8

12 Pamong Belajar 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

13 Pamong Budaya 0 0 0 4 4 0 6 8 0 14 18

14 Pekerja Sosial 0 1 0 2 3 2 14 5 0 21 24

15 Pembina Jasa Konstruksi 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 4

15 Pembimbing Kesehatan Kerja 0 0 0 0 0 2 2 4 0 8 8

15 Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4 4

15 Penata Penanggulangan Bencana 0 0 0 0 0 1 5 0 0 6 6

15 Penata Ruang 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 4

15 Penerjemah 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

16 Pengantar Kerja 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 4

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU BERSERTIFIKAT

DILUAR TENAGA GURU DAN KESEHATAN

No Jenis Jabatan Fungsional

JENJANG

TERAMPIL AHLI



17 Pengawas Benih Ikan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

18 Pengawas Benih Tanaman 1 1 1 1 4 6 7 4 0 17 21

19 Pengawas Bibit Ternak 0 0 0 0 0 1 2 2 0 5 5

19 Pengawas Ketenagakerjaan 0 0 0 0 0 1 8 2 0 11 11

20 Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan di Daerah0 0 0 0 0 4 6 12 0 22 22

21 Pengawas Perikanan 0 1 0 0 1 4 7 0 0 11 12

22 Pengawas Perdagangan 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3

22 Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1

23 Pengembang Teknologi Pembelajaran 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 3

24 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 0 0 0 0 0 10 17 7 0 34 34

25 Pengendali Ekosistem Hutan 0 0 0 0 0 3 1 1 0 5 5

26 Pengendali Hama dan Penyakit Ikan 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 3

27 Penggerak Swadaya Masyarakat 0 0 1 1 2 6 0 0 0 6 8

28 Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2

29 Penguji Kendaraan Bermotor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan 0 0 0 1 1 2 3 2 0 7 8

30 Penata Ruang 0 0 0 1 1 3 1 1 0 5 6

31 Penyuluh Pertanian 0 0 0 0 0 2 14 6 12 34 34

32 Penyuluh Kehutanan 0 2 2 6 10 1 21 29 0 51 61

33 Perancang Peraturan Perundang-undangan 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4 4

34 Perencana 0 0 0 0 0 16 19 15 2 52 52

35 Polisi Kehutanan 1 4 6 6 17 12 10 7 0 29 46

36 Polisi Pamong Praja 0 11 17 5 33 3 11 0 0 14 47

37 Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan 0 0 0 5 5 1 0 2 0 3 8

38 Pranata Hubungan Masyarakat 0 0 0 0 0 3 4 0 0 7 7

39 Pranata Komputer 0 1 0 0 1 9 4 0 0 13 14

40 Pustakawan 0 1 4 2 7 3 8 14 0 25 32

41 Statistisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 Surveyor Pemetaan 0 0 1 3 4 0 0 1 0 1 5

43 Widyaiswara 0 0 0 0 0 1 6 23 18 48 48

Jumlah 7 31 43 43 124 132 289 170 32 623 747



No OPD Struktural
Fungsional 

Tertentu
Fungsional Umum Total

1 Badan Kepegawaian Daerah 8 40 45 93

2 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri 4 8 35 47

3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6 7 34 47

4 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 21 11 116 148

5 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 53 11 281 345

6 Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah 7 40 40 87

7 Badan Penghubung Daerah 5 3 42 50

8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7 12 24 43

9
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan 

Pengembangan Daerah 0 30 29 59

10 Badan Riset Dan Inovasi Daerah 13 2 15 30

11 Biro Administrasi Pembangunan 2 9 12 23

12 Biro Administrasi Pimpinan 5 3 15 23

13
Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan Dan Layanan 

Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah 0 5 3 8

14 Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol 0 0 26 26

15 Biro Hukum 4 7 19 30

16 Biro Kesejahteraan Rakyat 2 8 30 40

17 Biro Organisasi 3 8 19 30

18 Biro Pemerintahan 0 0 14 14

19 Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 2 5 17 24

20 Biro Pengadaan Barang Dan Jasa 5 26 13 44

21 Biro Perekonomian 2 8 25 35

22 Biro Umum 5 8 90 103

23 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 8 15 41 64

24 Dinas Kelautan Dan Perikanan 40 33 103 176

25 Dinas Kesehatan 31 14 326 371

26 Dinas Ketahanan Pangan 7 11 31 49

27 Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik 12 8 37 57

28 Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 11 14 38 63

29 Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 74 109 240 423

30 Dinas Pariwisata 13 11 48 72

31 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 41 29 318 388

32
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 7 23 51 81

33
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 12 8 28 48

34 Dinas Pemuda Dan Olahraga 4 5 41 50

35 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 6 37 45

36 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 45 306 676 1027

37 Dinas Perdagangan 12 14 36 62

38 Dinas Perhubungan 13 4 61 78

39 Dinas Perindustrian 8 16 28 52

40 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 8 38 35 81

41 Dinas Pertanian Dan Perkebunan 27 59 215 301

42 Dinas Perumahan Dan Permukiman 10 15 39 64

43 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan 20 25 133 178

44 Dinas Sosial 34 21 111 166

45 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 22 33 88 143

46 Inspektorat 6 65 50 121

47 Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir 14 2 244 260

DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BERDASARKAN JENIS JABATAN (DILUAR TENAGA KESEHATAN 

DAN GURU)



No OPD Struktural
Fungsional 

Tertentu
Fungsional Umum Total

48 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma 10 6 73 89

49 Rumah Sakit Umum Daerah 11 29 503 543

50 Satuan Polisi Pamong Praja 16 43 64 123

51 Sekretariat Daerah 6 0 1 7

52 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 5 7 97 109

683 1220 4737 6640

Jumlah Pegawai Fungsional Tertentu Bersertifikat : 747

Jumlah Pegawai Fungsional Tertentu : 1220

Rasio Pegawai Fungsional : 747/1220 x 100 = 61,22

TOTAL

Mataram, 31 Desember 2024
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat,

H. Yusron Hadi, S.T., MUM
Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 197006111997031007



LAMPIRAN I 
FORM CAPAIAN KINERJA LPPD PROVINSI NTB TAHUN 2024 

 
PERANGKAT DAERAH : BKD PROVINSI NTB 
URUSAN : FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN 

  

 
Indikator Kinerja Kunci Hasil (outcome) 

 

No Urusan Fungsi 

Penunjang 
Pemerintahan 

 Indikator Kinerja 

Kunci 
Hasil 

Capaian Kinerja Tahun 2024 Capaian 

Kinerja 
Tahun 2023 

Sumber 

Data 

Keterangan 

(1) (2)  (3) (4)  (5) (6) 

1 KEPEGAWAIAN 1 Rasio Pegawai Pendidikan 
Tinggi dan 

Menengah/Dasar (%) 
(PNS tidak termasuk guru 
dan tenaga kesehatan) 

Jumlah pegawai menurut 
pendidikan PT ke atas : 4.401 

 
Seluruh Pegawain di luar 
tenaga guru dan Kesehatan : 

6.640 
 
4.401/6.640 x 100 = 66.28 

 
 

65,71 BKD 
 

▪ Jumlah pegawai menurut Pendidikan PT 
ke atas adalah keseluruhan jumlah ASN 

yang sudah menyelesaikan pendidikan 
perguruan tinggi negeri dan.atau swasta 
tidak termasuk guru dan tenaga 

kesehatan. Dibuktikan dengan dokumen 
pendukung yang ditandatangani oleh 
kepala perangkat daerah disertai 

dengan kop surat dan stempel resmi 
yang memuat rincian daftar seluruh ASN 
yang sudah menyelesaikan pendidikan 

perguruan tinggi.  
▪ Seluruh jumlah pegawai adalah 

keseluruhan jumlah ASN di pemerintah 

daerah tidak termasuk guru dan tenaga 
kesehatan. Dibuktikan dengan dokumen 

pendukung yang ditandatangani oleh 
kepala perangkat daerah disertai 
dengan kop surat dan stempel resmi 

yang muat rincian daftar seluruh ASN 

Jumlah pegawai menurut 

pendidikan PT ke atas : 2.239 
 
Seluruh Pegawain di luar 

tenaga guru dan Kesehatan : 
6.640 
 

2.239/6.640 x 100 = 33,71 

34,28 

  2 Rasio pegawai Fungsional 

(%) (PNS tidak termasuk 
guru dan tenaga 
kesehatan) 

 Jumlah pegawai PNS fungsional 

(diluar dan tenaga kesehatan) : 
1.220 
Seluruh Jumlah Pegawai 

Pemerintah (Pns diluar Guru dan 
tenaga kesehatan) : 6.640 

 
1.220/6.640 x 100 = 18,37 

23,55 BKD ▪ Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar 

guru dan tenaga kesehatan) adalah 
keseluruhan jumlah ASN yang sudah 
dilantik menjadi ASN fungsional tidak 

termasuk guru dan tenaga kesehatan. 
Dibuktikan dengan dokumen pendukung 

yang ditandatangani oleh kepala 
perangkat daerah disertai dengan kop 
surat dan stempel resmi yang memuat 



No Urusan Fungsi 
Penunjang 

Pemerintahan 

 Indikator Kinerja 
Kunci 

Hasil 

Capaian Kinerja Tahun 2024 Capaian 
Kinerja 

Tahun 2023 

Sumber 
Data 

Keterangan 

rincian daftar seluruh ASN yang sudah 
dilantik menjadi ASN fungsional. 

▪ Jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak 
termasuk guru dan tenaga kesehatan) 
adalah keseluruhan jumlah ASN di 

pemerintah daerah tidak termasuk guru 
dan tenaga kesehatan. Dibuktikan 
dengan dokumen pendukung yang 

ditandatangani oleh kepala perangkat 
daerah disertai dengan kop surat dan 

stempel resmi yang muat rincian daftar 
seluruh ASN 

  3 Rasio Jabatan Fungsional 
bersertifikat Kompetensi 
(%) (PNS tidak termasuk 

guru dan tenaga 
kesehatan) 

 Jumlah Pegawai fungsional yang 
memiliki sertifikat kompetensi : 
747 

Seluruh jumlah pegawai 
fungsional (PNS tidak termasuk 
guru dan tenaga kesehatan) : 

1.220 
 

747/1.220 x 100 = 61,22 % 
 

51,99 BKD ▪ Jumlah pegawai fungsional yang 
memiliki sertifikat kompetensi adalah 
jumlah keseluruhan dari pegawai 

fungsional yang sudah mendapatkan 
sertifikasi kompetensi jabatan fungsional 
tidak termasuk guru dan tenaga 

kesehatan. Dibuktikan dengan dokumen 
pendukung yang ditandatangani oleh 

kepala perangkat daerah disertai dengan 
kop surat dan stempel resmi yang 
memuat rincian pegawai fungsional 

yang telah memiliki sertifikasi 
kompetensi jabatan fungsional beserta 
nomor sertifikasinya. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



No Urusan Fungsi 
Penunjang 

Pemerintahan 

 Indikator Kinerja 
Kunci 

Hasil 

Capaian Kinerja Tahun 2024 Capaian 
Kinerja 

Tahun 2023 

Sumber 
Data 

Keterangan 

 
▪ Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS 

tidak termasuk guru dan tenaga 
kesehatan) adalah keseluruhan jumlah 
dari pegawai fungsional di pemerintah 

daerah tidak termasuk guru dan tenaga 
kesehatan. Dibuktikan dengan dokumen 
pendukung yang ditandatangani oleh 

kepala perangkat daerah disertai dengan 
kop surat dan stempel resmi yang muat 

rincian daftar seluruh pegawai 
fungsional di pemerintah daerah tidak 
termasuk guru dan tenaga kesehatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
    KETERANGAN WAJIB DIPERHATIKAN : 

1. Rumus pada kolom (6) Keterangan adalah rumus yang dipakai untuk mengisi Capaian Kinerja Kolom (4) 

2. Seluruh Elemen Data Yang digunakan untuk mengisi Capaian Kinerja harus dilengkapi KOP OPD serta  di Cap dan di tandatangani Oleh Pejabat yang berwenang  
(Minimal eselon II) 

3. Apabila data/informasi IKK Hasil (outcome) dan  keluaran (output) tidak tersedia maka dapat diberikan penjelasan mengapa data/informasi tersebut tidak 
tersedia pada Kolom (6)   Keterangan serta dilengkapi dengan Surat Pernyataan bahwa data tersebut tidak tersedia (format terlampir) 

4. Data/Informasi wajib dijelaskan dengan NARASI SINGKAT  

 

 

Mataram, 31 Desember 2024 

Kepala Perangkat Daerah 

 

 

 

 
H. Yusron Hadi, S.T., MUM  

Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 197006111997031007  


